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WALlKOTA PALEM.BANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 8 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERSY ARATAN, MEKANISIVCE DAN PROSEDUR TETAP 
PEMRERlAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 

DAN IZIN USAHA l'ERDAGAN~ N (SJUP) 

' . DENGAN RAHMAT TUHAN V AlilG MAH.A [ SA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

: a. babwa untuk memenuhi ket~ntuan Peraluran Daerah Kota Palembang Nomor I 
Tahun 2000 tent.mg Pedoman Tata Laksana Pclayanan Umum, scbagai upaya 
tcrcapainya kcseragamaan !ala laks,ma pelayanan urnum. guna meni ngkatkan 
mutu pelayanan yang mendorong cli::ktititas sistem dan nunbuhnya kreatititas, 
prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan 
tcrpadu yang hersifat sederbana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, 1erjangkau dan 
tidak diskriminatif ; 

b. bahwa sehubungan dengan hurup a, maka untuk membcrikan pedomau yang 
je)as dalam pem berian Ta.nda Daftar Pcrusahaan (TOP) dan Jzi n Usa ha 
Perdagangan (SIUP) sebngaimana d ia tur dcngan Peraturan Dacrnh Kota 
Palembang Nomor 26 Tahan 2002 ccntaog Pembinaan dan Retribusi Wajib 
Daftar Perusahaan dan lzin Usaha Perdagangan jo Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor IO Tahun 2007, perlu 111enetapka11 pengaturau mengenai 
persyara1an, mekanisme dan prosedur 1ctap pemberian Tanda Daftar Pcnisahaan 
( rDP) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ciiatas. perlu menctapkau Peraturan 
Walikota Palembang tentang Persyaratan. Mekanisme Dan Prosedur Tetap 
Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan 17,in Usaha Perdagangan (SIUJ>). 

1. llndaog-Undang Nomor 28 Talllln 1959 tencang Pembentukan Daerah Tingkat JI 
don Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun l959Nomor 73, 
Tambahan Lembiuan Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1992 (enlang Perkoperasian (Lcnu,aran 
Negara RI Tuhun 1992 Nomor 116 Tambahan Le,nbaran Negara tU Nomor 
3502); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Tcrbatas (Lembaran 
Negara R[ Tahun 1995 Nomor IJ, Tambahan Leo1baran Negara RI Nomor 
3587). , 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun I 997 ccntang Pi~:,k Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Rf Tahun !997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und,mg 
Nomor 34 Talmn 2000 (Lembanm Negara RJ Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara RI 4048); 

5. Undang- Undang '.\Jomor IO Tahun 2004 1e111ang Pembentukan Peraturan 
Pcrundaog-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lemharan Negara RI Nomor4389); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang l'emerinlah~n Dacrah 
(Lcmbru·an Negm11 RI 'f11 hun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembanm Negara RI 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengao Undang-Undm1g Nomo,· 8 
Tahun 2005 tentaog Penetapao Peraturan Pemerintah Penggru1ti Undang-Undang 
Noroor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Unda1g-\Jndang 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor l 08, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4548); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran :--Jegara RI Tahu11 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4 I 39 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusim 
Pcmcrintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Oaer~h Provinsi. d~o Pemerintah 
Oacrah Kahupaten/Kota (Lcmharan Negarn RI Tahun 2007 Nom,,r 82. 
'l'umbahan Lem b:trim Negara 1--lomor 4 737 ); 

<J. l'cra111n111 Dacn,h Ko1:1 l'akmhang Nomnr I Tahun 2000 lcnlang Pcdoman Tata 
Laksana Pelayanan Umum ( Lembam11.,l;;>aerah Kola Palembang Tahun 2000 
Nomor 2) ; . ~-

I 0. Peraturan Daerah Kola Palembang Non,or 26 Tahun 2002 tcntang Pembinaan 
dan Ret:ribusi Wajib Daftar Perusaham1 dan lzin U!x!ha Pcrdagangan (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39) jo l'eraturan Daerah Nomor J 0 
Tahun 2007( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 10) ; 

l l. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor l O Tahun 2006 tentm1g Pembentukan, 
Susunan Organisasi dao Tata Kerja Dinas l'erindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Talmn 2006 Nomor 10). 

M.EMUTUSKAN : 

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TE~TANG PERSYARATA1' 
MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP P'EMBERlAN TANDA J>AFTAR 
PERUSAHAAN (TDP) DAN [ZIN USAHA PERDAGANGA1' (SIUPJ. 

BAB ! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dcngan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemcrintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalal1 Walikota Palembang. 
4. Wakil WalikoLa a<.lalah Wakil Walikota Palembang. 
5 . Sckrelaris Daerah adalah Sekretaris l)aerah Kota l'alembang. 
6. Dinas Pcrindusu-ian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas l'erindustrian, 

Perdagangat1 dan Koperasi Kata Palembang. 
7. Kepala Oinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, dan Kopcrasi Kota Palembang 
8. Pcjabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
9 . Badan ada lah suatu bcntuk badan usal1a yang mel ipuli persei:oan tcrbataS, 

perscroan komanditcr, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah 
dengan nama dan benruk apapun, persekutuan, perkumpulan, fin:ia, kongsi, 
kopernsi, yayasan atau o rga11isasi sejenis. lembaga. dan pcnsiu11. benwk usaha 
tetap serta badan usaha lainnya. 
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10. Daftar Perusahaan adalah catatan resnu yang <lia<lakao menurut atau 1>:rdasa,·kan 
ketenruan peraturan perw1dang-undangan, memuat haJ-haJ y,rng waji:., di 
daftarkan oleh setiap Perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang bcrwcnang dari 
Dinas Pcrindustrian, Pcrdagangan dan Koperasi. 

11 . Fomrnlir pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang me,nuat data 
perusahaan, diisi dan ditaoda tangani oleh pemil ik atau pengurns/penanggung 
jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (fDP). 

12. Tanda Daftar Pe.rusahaan yang selanjutnya di si ngkat TDP adalah TDP yang di 
berikan dan disahkan pendaftarannya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi kepada Pernsahaan . 

13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bi dang 
perckonomian yang clilakukan olch sctiap usaha untuk tujuan mcmpcro lch 
keuntungan dan atau laba. 

14. perusahaan adalah setiap c,rang atau badan yang menjalankan suatu jenis 
perusahaan. 

15. Perusahaan adalah setiap bcntuk usah~ ng mcnjalankan suatu jenis U$aha, 
bcrsifat tctap dan tcrus m~ncrus yanir:r1dirikan, bekerj a dan bcr:<edud ukan 
dalam Dacrah untuk mempemlch kcunty:-tgan dan a tau laba. 

16. ,\nak pcrusahaan adalah pcrusahaan yang d imi liki sccara keseluruhan atau 
sebagian. dikendal ikan dan diawasi o lch perusahaan la in scbagai saham / modal 
y,mg d itcmp,llkun dari .inak pcrusahaan tcr,~but. 

, , . Cabang Perusahaan adalah f>erusahaan yang 11Jerupakan unit atau bagian dari 
perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berla inan dan dapat 
bersifat berdiri send iri atau bertugas untuk 111e laksru1akan sebagian tugas dari 
perusahaan induknya. 

18. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang berlindak mewakili kantor pu.sat 
perusahaan untuk n1elakukan suatu kegiatan dan atau pengur usannya ditentukan 
sesuai dengan wewenang yang diberi kao. 

19. Perwakilan perusahaan yar.g ditunjuk adalah perusahaan yangn diberikan 
kewenangan bertindak untuk mewakilli ka ntor pusat perusahaan dan bukan 
merupakan bagian dari kantor pusat. 

20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakuirnn secara 
terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan 
disertai imbalan atau konpensasi. 

21. Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjuu1ya disingkat SIUP adalah surat 
izin untuk dapal melaksanakan kegiatan usaba perdagangan. 

22. Surat Permintaan SIUP adalah fonnulir yang diisi oleh perusahan menurut data 
perusahaan unluk memperoleh SIUP Keci l, SIUP Menengah, dan SflJP Bcsar. 

23. SIUP Kecil adalah usaha pel'dagangan dcngan modal disetur dan kekayaan 
bersih (netto) seluruhnya sampai 200 juta rupiah tidak termasuk canah dan 
bangunan tempat usaha. 

24. SIUP Mencngah adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan 
bersih (nct1o) scluruhnya di a las 200 juta tidak tennasuk tanah dan bangunan 
lempal usaha. 

25. SIUP Besar adalah u.5aha pcrdagangan dcngan modal disetor dan kekayaan 
bersih (netto) seluruhnya di atas 500 juta rupiah tidak tcrmasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. 

26. Peroberian TDPdan SJUP adalah kegiatan yang dilaksanakan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam rangka pengawasan. 
Penertiban, penyuluhan, pemantauan dan mengevaluasi usaha perdagangan 
dalam Daerah. 

27. Retribusi TOP dan atau SIUP adalah retribusi alas Tanda Daftar l'etusahaan dan 
atau izin usaha yang clitcrbitkan olch Pemeri,1tah Daerah dcngan mcngaout 
prinsip-prinsip komersial. 

28. Pemeriksaan adalah scrangkaian kcgia1an untuk mencari dalam rangka 
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaj iban retribusi Daernh berdasarkan 
peraturao perundang-undangan retribusi Daerah. 
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29. penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Oaerah adalah ,erangkaian 
t indakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sela11jutnya 
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat 1erang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi scrta 
memm1ukan tersangka. 

BAB IT 

PENDAFTARAN DAN PE:l.;zu,, ... ~ 

Pasa l 2 

(1) Setiap orang a.tau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan dalam 
Daerah, wajib memi liki TDP dan 8Ii.JP dari Waliko1a melalui Dinas 
Perindustrian , Pcrdagangan dan Koper~ 

(2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Perindustrian, Pcrdagangan dan 
I:' opcrnsi <.liLclapkan uniL kcrja yang mclak8anakan Proses penel itian adminisLrasi 
dalam rangka pe111berian TOP dan STUP sesuai dengan persyaratan. mekanisme 
dan prosedur telap yang diatur da lam PeraLuran ini. 

Pasal 3 

(1) Proses penyelesaian permohonan TOP dan STUP sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 2 Peramran ini, dapat diselesaikan dalam jangka waklu 15 (Lima belas ) bari . 
kerja terhitung scjak 1anggal diterima permohonan yang lclah kngkap dan 
memcnuhi syatat . 

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah rli lengkapi 
persyaratan sesuai dengan ketcntuan dalam Peraruran ini. 

(3) Pennohonan yang ditolak karena tidal< memenuhi persyaratan administrasi dan 
atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis 
selambat-lambatnya 5 (Lima) hari terhitung sejak tanggal formulir diterima. 

Pasal 4 

( I) Terhadap permobonan yang memenuhi persyaratan, dimintakan penetapanya 
kepada Walikoia yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Lentang Tanda 
Dailar Perusahaan (TOP) dan !zin Usaha Perdagangan (SIUP). 

(2) Setelab ditetapkan Kepulus.in Walikota dimaksud, Kepala Dinas menerbitkan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKSD). 

(3) Apabila TOP dan SIUP asli sudah ditetapkan oleh Walitota Pemohon membayar 
Rctribusi TOP dan SIUP, l:emudian diterbitkan Petikan TOP dan SJUP yang 
ditanda tangani oleh kepala Dinas untuk di sampaikan Kepada Pemohon. 

P•s•I 5 

Pemegang TOP dan SIUP, diwajibkao mcmatuhi ketentuan sebagai berikuL 

1. Memiliki Izin mendirikan Bangunan (ll'vfB). 
2. Memiliki lzin mcngunakao 13angunan (IPB). 
3. Memiliki Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
4. Menjamin tempat Usaha dalam keadaan bersih. rapi dan indah. 
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5. Menjaga kebersihan got dan saluran pembuangan ai r. 
6. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya serta segala sesualu d~iam 

persilnya tennasuk memagar, mengecet dan mengapur setiap awal bulan Juni. 
7. Mcnyiapkan kotak sampah dan wajib rnengizinkan petugas Pemcrintah Daerah 

untuk memasuki pekaranga.n. rumah dan persi lnya untuk kcpentingan umum. 

BAB Il l 

PKRSY AllAT AN 

l'asal 6 

( I) Persyaratan administrasi pemberian TOP dan SIUP, dengan melampirkan : 

l. mengajukan Sll111l permohonan d_an mengisi formulir yang telah 
disediakan oleh Dinas Perindustriari~;dagangan dan Koperasi dengan jelas 
dan lengkap. 

2. Photo copy Ka~tl1 Tanda l'enduduk (KTP) atau paspor dircklllr utama atau 
Penanggung jawab. 

3. Asli dan photocopy Akta Pe11dirian Perusahaan. 
4. Data Akta Pendirian Perscorangan yang Lelah diketahui oleh Departemen 

Kehakiman dan HAM. 
5. A~li dan photocopy 1\kta Perubah:m Pendirian Perscroan (apabilaada). 
6. Asli dan photo copy keputusan Pcngesahan sebagai Badan Huktun. 
7. Photo copy Surat fzin Tempat Usaha (SITU). 
8. Photo copy Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP). 
9. Photo copy lzin atau Surat Ketera.ngan yang di persamakan dengan itu yang 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 
10. Phasphoto dircktur 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm, (kecual i TUP). 
11. Khusus untuk pcrmohonan SIUI' melampirkan Ncraca Awai Pcrusahaan. 

(2) Persyarata.n administrasi permohonan pcndaftaran ulang SIUP. 
dengan mclampi rkan : 

I. Mengajukan surat pem1ohonan dcngai1 mcng1s1 formulir yang telah 
disediakan oleh Dinas Periodustrian. Perdagangan dan Koperasi dengao 
jclas, henai· dun lengkap . 

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon y,mg masih berlaku. 
3. Photo copy Surat Izin Usaha Pcrdagangan (asli diperlihatkan). 
4. Photo copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU) yang rnasi berlaku. 

(3) Persyaratai1 administrasi pennohonan pembaharuan TDP, deugan melampirkan : 
l. Mengajukan Pennohonan dengan mPnj!isi formul ir yang tclah disediakan 

oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, benar 
dan lengkap. 

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
3. Photo copy Akra Pendirian l'erusahaan. 
4. Photo copy A.kta Peruhahan Pendirian Perusahmm (bila ada). 
5. Photo copy Keputusa11 Pcngesabao Perusahaan sebagai Badan Hukum. 
6. Photo copy Surat lrJn Tcn1pa1 Usaha (SITU). 
7. Photo copy Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). 
8. Asli TDP lama untuk dikemba likan. 
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Pasal 7 

(1) TDP berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditcrhitkannya izin 
tersebut, dan dapat diperpru1jang dengan mengajukao permohonan barn. 

(2) SJUP berlaku ~elama perusahaan yang bersangkutan masih tetap menjalankan 
kegiatan usahanya dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perrnob•>nan 
daftar ulang setiap 5 (Ii.ma) tahun sekali. 

(3) Pcrrnohonao pembaharuan TOP dan daftar ulang SIUP sebagaimru1a dimah-ud 
pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diajukan 3 (Liga) bulan sebelum berakhirnya 
masa izin dimaksud dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 Peraluran ini. 

BAB IV 

MEKANISME DAN I' lb':',EDUR TETAP 
t 

Pas,t'i' 8 

(1) Mckanismc pcmherian TDP dan SIUP adalah scbagai berikul : 

1. Pemohon mcngajukim permohonan kepada Walikota mclalui Dinas 
Perindustrian, Perdagangao dan Koperasi dengan mengisi fommlir yang 
telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan clan Koperasi 
dilengkapi dengan persyaratan. sesuai dengan ketemual) Peraturan ini. 

2. Permohonan yang persyaralan lelah lengkap diregistrasi atau dicatat pada 
Bagian Umum da,1 sclanjutnya melalui Kepala Bidang Pengembangru1 
Perdagangru1 diaj ukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangao dan 
Koperasi. 

3. Kepala Bidru1g Pengembangan Perdagangan mcngarabkan koor<linator untuk 
melakukan pemeriksaan berkas meliputi kelcngkapan persyaratan 
admini~trasi. 

4. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
diteruskan kepada Wali kota untuk mendapallrnn persetujuan berupa 
Peraturan \Valikota, sedangkan permohonan yang pada waktu diadakan 
peme.riksaan berkas tidak memcnuhi persyarntan ditunda drui dikembalikan 
kepada Pemohon unlukdilengkapi persyaratannya. 

5. W:1lik<>t.l 111cnc1apkilll Kcp11111~nn tcntang lDP dan SllJI' . 
6. Apabila TOP dan SIUP telah dite tapkan Wal ikota, Pcmohon membayar 

retribusi SIU!' dan TDP. ke11111dian diterbitkan Petikan TDP dan SIUI' untuk 
d i1andatangani oleh Kepala Dinas Pcriodustrian. Perdagangan dan Koperasi 
untuk disampaikan kcpada Pemohon. 

(2) Mckap isme <lap rrosed ur lctap pcmbcriun T DP dan SIU!' adalah sesuai dengan 
skema alur sebagaimana lercantum dalam Lmnpiran dan merupakan bagian yang 
tidal<. terpisahkan dengan Peraturan ini. 

8Al31V 

K£TENTUAN RETRIBUSl 

Pasal 9 

!ietiap pemberian T(lP dan S IUP dikenakan retribusi berdasarkm1 ketentuan Peraturan 
Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Rwibusi 
Wajib Dafiar Perusahaan dan lzin Usaha Pcrdagangan, sebagaimana tdah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor IO Tahun 2007. 
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8ABIV 

PENUTUP 

Pasal IO 

7 

Dcngan ditctapkan Pcrnlllr,m ini, niaka Keputusan Walikota Palembang Nomor 44 
Talu111 2001 tentang Pcrsyaratan. Meka11isme dan Pro,edLu· Tetap Pembcrian Tanda 
Dafiar Pcrusahaan. (TOP) da.n lzin Usaha Perdagangai1 (SCUP). dicabut tlan 
dinyatakao tidak berlaku. 

Pasal 11 

Peraturan ini mulaj bedaku sejak tanggal ditmdangkan. 
. ,-1 • 

Agax setiap orang dapat mengetahuinya, ,4mcrlukan pcngundaogan Peraturnn ini 
dengai1 penempatamiya dalam Berita Oaerah Kota Palembang. 

Oi,mcia,r.-gh, di Palef'l"lbanQ 
taO& ! 11r:gga! 10 -3 - 2008 

SEV.~: ET A.-,1s OAtnAH 
KOT G 

rwartlaamon, M. SI 

. , 
HAITA DAEIIAH KOTA l'Al!MBAN> 

TAHUN 200{} NOMO!I (j 

Ditetapkan di Palembang 
Pada tanggal 10 - , - 2008 

\ 1ALTKOTA PALEMBANG, 

. EDDY SANTANA l'lJTRA 

• 


